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ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa secara tertib, taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta
mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa merupakan
kebijakan yang sangat membantu dan sangat efektif di Desa Bingkat Kecamatan
Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai serta dana desa yang diterima sangat
mendukung pelaksanaan program-program pemerintah desa. Hambatan dalam
pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa adalah kualitas sumber daya
aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah dan kurang mengerti
terhadap tupoksinya sebagai perangkat pemerintah desa, rendahnya kemampuan
perencanaan ditingkat desa, sarana dan prasarana penunjang operasional
administrasi pemerintah masih sangat terbatas,Keterlambatan transfer dana dari
kabupaten, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
desa dan upaya penyelesaiannya adalah memberikan pembinaan, pelatihan,
monitoring dan evaluasi untuk Pemerintah Desa secara berkala, pembentukan
tenaga pendamping desa.

Kata Kunci : Pengelolaan, Keuangan Desa, Dana Desa.

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ASSISTANCE MANAGEMENT
BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES

ABSTRACT

Management of village finances and village fund assistance in an orderly manner,
in compliance with statutory provisions, efficiently, economically, effectively,
transparently and responsibly by paying attention to a sense of justice and
propriety and prioritizing the interests of local communities. Village Funds are a
very helpful and very effective policy in Bingkat Village, Pegajahan District,
Serdang Bedagai Regency and the village funds received really support the
implementation of village government programs. Obstacles in managing village
finances and village fund assistance are that the quality of village apparatus
resources in general is still low and there is a lack of understanding of their main
duties as village government apparatus, low planning capacity at the village level,
facilities and infrastructure supporting operational government administration
are still very limited, delays in transfers funds from the district, lack of community
participation in village development planning and efforts to resolve this include
providing guidance, training, monitoring and evaluation for the Village
Government on a regular basis, establishing village assistant staff
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A. PENDAHULUAN

Desa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia telah
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan
agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan
landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan
pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah desa, pemerintah
daerah dan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.

Banyak urusan pemerintah pusat yang menjadi tanggungjawab pemerintah
daerah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang
diharapkan akan membawa perubahan yang mendasar dalam penyelengaraan
pemerintahan di desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang secara khusus
mengatur tentang desa yang termasuk di dalamnya perangkat dan sumber
keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut disebutkan
bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh
kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD
provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak
mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk
mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa
diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai
dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan
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untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas dana desa tersebut.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan
masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional
dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja
Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata
dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian
antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
Rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta
jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan
kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi
yang bersangkutan.

Dana desa tersebutlah yang dipergunakan oleh pemerintah desa dalam
membangun infrastruktur di desa. Adanya dana desa tersebut, maka setiap desa
mampu mandiri untuk mengatur wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Deliserdang
mempunyai peran untuk membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa yang
bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, beserta menetapkan
besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penulisan ini
adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa
serta bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan
bantuan dana desa dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan obyek
yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan
perundang-undangan. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris
yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan
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wawancara dengan Bapak Sulaiman, Kepala Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan
Kabupaten Serdang Bedagai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-
empiris (applied law research) dan yuridis sosiologis. Sehubungan dengan
metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara
meneliti  peraturan-peraturan,  perundang-undangan, keputusan-keputusan
pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum,
teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang
merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa dan bantuan dana desa.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang
baik.  Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. Akuntabel vyaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas
akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan
kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu
pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa aturan anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan
keuangan desa yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan
belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
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2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan
dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang
belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB
Desa/Perubahan APB Desa.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukan dalam APB Desa dan dilakukan melalui
Rekening Kas Desa.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa.
Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan
kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan
secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD).

Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan
dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni
tahun anggaran berjalan.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara
partisipatif. ~Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh
adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan.RPJM Desa
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal pelantikan kepala desa.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan
rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada
bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan
September tahun anggaran berjalan.

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB
Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan
dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan
tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan
kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaian usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris
Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
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2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
(RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;

3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan
Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan antara Kepala Desa dan BPD;

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama
sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari
sejak disepakati untuk dievaluasi;

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama
20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam
hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa
dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya
pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

6. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Desa dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa
berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Desa dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk
didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa.

Keberhasilan pemerintah Desa dalam setiap pengelolaan keuangan desa
dan bantuan dana desa yang dilaksanakan adalah target setiap dana desa yang
ditetapkan sesuai dengan realisasi penerimaan di desa ketika melakukan
pembangunan dan pemberdayaan. Realisasi penerimaan keuangan desa tersebut
lebih diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan
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pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi kenyataan dilapangan menunjukan

bahwa target yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi penerimaan dana

desa, dimana realisasinya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Keuangan desa dan bantuan dana desa berperan dalam program
pembangunan di tingkat desa terutama pembangunan secara fisik sehingga tidak
mengherankan kalau program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di
desa pembiayaannya sebagian berasal dari dana desa. Pelaksaaan pembangunan
masih belum maksimal, karena perolehan dana desa masih belum bisa mencakup
atau membiayai pembangunan yang ada di desa. Pemerintah desa sebagai
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa pasti menemukan
hambatan.

Pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa di Desa Desa Bingkat
Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai masih banyak kekurangnya.
Perubahan anggaran pada pertengahan tahun, kurang berkompetennya perangkat
desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa
dan bantuan dana desa dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana desa di
tahap berikutnya.

Pemerintah desa kesulitan membuat Rancangan Anggaran Biaya.
Pemerintah Desa dituntut untuk membuat Peraturan desa tentang angaran
pendapatan dan belanja desa. Penyelenggaran dan pengelolaan keuangan desa dan
bantuan dana desa, baik Pemerintahan Desa maupun Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa hambatan yang sering terjadi adalah soal
pembuatan surat pertanggungjawaban.

Pemerintahan desa mengaku kesulitan untuk menyusun surat
pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Keterbatasan
sumber daya manusia di desa untuk membuat surat pertanggungjawaban dengan
benar menjadi faktor yang dominan. Kurang berkompentennya perangkat desa
dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa
menyebabkan hambatan dalam pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana
desa. Keterlambatan penyampaian laporan pengunaan keuangan desa dan bantuan
dana desa dapat berakibat pada pencairan dana desa ditahap berikutnya.

Berdasarkan hal di atas, maka hambatan dalam pengelolaan keuangan desa
dan bantuan dana desa pada umumnya yaitu :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih
rendah dan kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai pemerintah Desa
Tupoksi tersebut tidak dijalankan dengan baik, seperti sekretaris Desa sebagai
koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana
desa dengan tugas-tugas yang telah disebutkan sebelumnya tidak melaksana
tugas tersebut, dan kemudian tugas itu dilimpahkan kepada bendahara desa.
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Selain itu pada saat pelaporan keuangan desa dan bantuan dana desa yang
seharusnya disetor sesuai sisa dari anggaran, namun kenyataannya tidak
demikian dana tersebut tidak disetorkan seluruhnya karena dana tersebut
digunakan oleh beberapa pihak untuk kepentingan pribadi.
Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa sering berakibat pada
kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan
dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih
sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga
pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.
Keterlambatan transfer dana dari Kabupaten. Keterlambatan yang
dimaksudkan tersebut ialah terlihat pada transfer dana yang baru dilakukan
pada bulan agustus dan selanjutnya di bulan November, sedangkan menurut
peraturannya dana desa ditransfer pada tahap pertama adalah bulan Maret dan
tahap kedua pada bulan Agustus tahun berjalan.
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa
Masyarakat pada pelaksanaan Musrenbangdes yang dihadiri perangkat Desa
dan BPD tidak begitu antusias karena pada saat rapat berlangsung masyarakat
tidak bertahan sampai rapat berakhir hingga nantinya mengambil suatu
keputusan dari rapat tersebut.

Solusi yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala di desa

yaitu:

1.

Diterapkannya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan di tingkat desa
dengan menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SIMKUDA).
Diangkatnya tenaga pendamping dana desa yang minimal pendidikan S1.
Tenaga pendamping dana desa didanai dari Anggaran Pendpatan dan belanja
Daerah dengan sistem kontrak selama tahun anggran. Tugasnya mendampingi
Pemerintahan Desa dalam mengelola Dana Desa mulai dari perencanaan,
pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan.
Tim Teknis Alokasi Dana Desa Kabupaten dan Kecamatan melakukan
sosialisasi, pembinaan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan
dana desa di tingkat desa.

Berdasarkan solusi-solusi yang sudah ditempuh Pemerintah Desa di atas

dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa, bahwa
campur tangan instansi terkait sangat membantu pemerintah desa dalam
mengelola dana desa mulai dari Tim Pembina Kecamatan hingga Tim Pembina
Kabupaten selalu berusaha membantu Pemerintah Desa jika mengalami hambatan
dalam pengelolaan dana desa. Koordinasi antar unit diperlukan guna mengatasi
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hambatan-hambatan yang ada. Pemberian pembinaan dan pelatihan serta
monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Desa dapat membantu Pemerintah
Desa dalam mengelola dana desa. Pemerintah Desa dapat bertanya secara
langsung kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam forum-forum yang diadakan
instansi terkait atau dapat langsung datang ke instansi terkait.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa di Desa
Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang yang diterima secara bertahap
secara langsung telah mendukung program pemerintah desa untuk melaksanakan
pembangunan desa yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta
pemberdayaan masyarakat desa. Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa dan bantuan dana desa adalah kualitas sumber daya aparatur yang
dimiliki desa pada umumnya masih rendah dan kurang mengerti terhadap
tupoksinya sebagai perangkat pemerintah Desa, rendahnya kemampuan
perencanaan ditingkat desa, sarana dan prasarana penunjang operasional
administrasi pemerintah masih sangat terbatas, keterlambatan transfer dana dari
kabupaten, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
desa. Solusi mengatasi hal tersebut adalah memberikan pembinaan, pelatihan,
monitoring dan evaluasi untuk aparat Pemerintah Desa secara berkala oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
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